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Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah di Raya Belawan-Medan, Km 7,9 antara
Drs.AFN melawan Depkominfo RI. Analisisini mengkaji putusan N0.239/PDT/G/1997IPN.Medan yang
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan padatanggal 18 Mei 1999 berkaitan dengan gugatan DRS.AFN
mengenai permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.| Tahun 1995 atas nama Depkominfo terhadap
tanah yang menjadi objek sengketa.

Untuk dapat menjelaskan aspek hukum yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji putusan tersebut,
maka peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber yang men;jadi
bahan penelitian adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
tanah tersebut.

Analisis putusan tersebut memperlihatkan ada tiga permasal ahan yang terungkap yakni pembatalan
SK.Mendagri No.47/HM/DA/1988 tentang permohonan hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa
atas nama Drs.AFN, kemudian penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.1 Tahun 1995 atas nama Depkominfo
dan kewenangan kompetensi pengadilan negeri itu sendiri.

Hasil analisis berkenaan dengan pembatalan SK. Mendagri oleh Kepala BPN memperlihatkan bahwa
pengakuan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nasional ternyata tidak menjamin penghargaan
seutuhnya terhadap hak kelompok masyarakat adat. Indikasi ini terlihat pada proses pembatalan
SK.Mendagri oleh Kepala BPN tersebut yang tidak mengindahkan bukti kepemilikan Drs., AFN yakni Grant
Sultan N0.95 Tahun 1900 yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-
undang No.5 Tahun 1960 tentang ketentuan Pokok Agraria.

Analisisterhadap permasalahan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.l Tahun 1995 ternyata juga menyal ahi
ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Permendagri
No.5 Tahun 1975 tentang ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah. Kewenangan pengadilan negeri juga
menjadi permasal ahan yang muncul dalam analisisini karena putusan yang dikeluarkan oleh hakim
pengadilan negeri berkenaan dengan status hukum Sertifikat Hak Pakai No.l Tahun 1995 telah menyalahi
kompetensinya.
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